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ABSTRACT│This study analyzes the impact of accountability and transparency on financial management within 

the Bireuen Regency Government (focusing on the Bireuen Regency Regional Financial Management 

Agency/BPKD). A quantitative method was employed, involving the distribution of questionnaires to 72 BPKD 

employees. The results indicate that accountability influences financial management; in other words, accountability 

is a factor that can either enhance or diminish financial management. Transparency was also found to influence 

financial management; therefore, enhancing transparency is essential for improving financial management 

practices. 

Keywords: accountability, transparency, financial management 

 

ABSTRAK│Penelitian menganalisis pengaruh akuntabilitas dan tranparansi terhadap pengelolaan keuangan pada 

Pemerintah Kabupaten Bireuen (Studi Kasus Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen). Dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan membagikan kuesioner kepada 72 pegawai BPKD 

Kabupaten Bireuen. Hasil penelitian menujukkan bahwa variabel Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan 

keuangan. Artinya akuntabilitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan maupun menurunkan 

pengelolaan keuangan. Dan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan. Oleh karenanya, untuk 

meningkatkan pengelolaan keuangan maka transparansi harus ditingkatkan.  

Kata Kunci: akuntabilitas, tranparansi, pengelolaan keuangan 

 

 

PENDAHULUAN 

Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting bagi 

kelangsungan dan perkembangan organisasi. 

Pengelolaan keuangan yang andal dapat dipengaruhi 

oleh akuntabilitas publik. Sebagaimana disebutkan   

Tamara & Konde (2016) bahwa pengelolaan keuangan 

adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-

jawaban dan pengawasan keuangan daerah. 

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah 

dalam mempertanggungjawabkan semua pengelolaan 

sumber daya publik dan laporan aktivitas. Pengelolaan 

yang andal juga dapat dipengaruhi oleh transparansi 

publik, transparansi publik adalah keterbukaan secara 

sungguh-sungguh dan didasari pada prinsip bahwa 

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui. Kedua hal 

ini menjadi bagian yang paling diamati oleh 

masyarakat, yaitu pemberian informasi yang transparan. 

Ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah 

daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam 

melaksanakan prinsip tersebut. Pengelolaan keuangan 

yang andal adalah pengelolaan keuangan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan terbuka kepada masyarakat 

luas.(Tamara & Konde, 2016). 

Tentunya Pengelolaan keuangan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor tertentu. Adapun faktor-faktor tersebut 

yaitu: Financial literacy, Financial socialization 

agents, dan Attitude toward money (Arifa,2019). 
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Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola 

pemerintahan yang memiliki arti penting untuk 

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

serangkaian aktivitas/program yang di rancang dan 

dijalankan oleh pemerintah bagi kepentingan 

masyarakat (Aziiz, 2019).  

Akuntabilitas memiliki pengertian yang cukup luas 

meliputi pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, 

dan pengungkapan seluruh kegiatan agen terhadap 

prinsipal (Mardiasmo, 2009). Termasuk dalam 

pengertian tersebut, akuntabilitas memiliki peran 

penting untuk menekan penyimpangan dan 

penyalahgunaan sumber daya bagi kepentingan publik 

(Jorge & Pattaro, 2011).  

Akuntabilitas dapat digolongkan menjadi lima dimensi 

diantaranya: akuntabilitas hukum dan kejujuran, 

akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, 

akuntabilitas kebijakan dan akuntabilitas finansial 

(Aziiz, 2019). 

Akuntabilitas pengelolaan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, diantaranya adalah kompetensi sumber daya 

manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan 

partisipasi penganggaran (Sapartiningsih et al., 2018). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas 

pengelolaan dana desa ialah komitmen organisasi dan 

partisipasi masyarakat (Perdana, 2018). 

Sesuai fenomena di lapangan pemerintah harus 

meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan 

daerah. Untuk mewujudkan good governce reformasi 

dalam penyajian pengelolaan keuangan, karena 

pemerintah masih kurang mampu menyediakan semua 

informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka 

kepada publik.  

Disamping itu dalam mewujudkan good governance 

dalam pengelolaan keuangan di BPKD Kabupaten 

Bireuen bukanlah suatu hal yang mudah untuk 

diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Masih banyak penyelewangan yang terjadi dalam 

pengelolaan keuangan BPKD Kabupaten Bireuen yang 

dilakukan oleh penyelenggara pengelolaan keuangan 

yang seharusnya dilaksanakan dengan prinsip 

akuntabilitas dalam kenyataannya tidak demikian 

adanya, akuntabilitas  pengelolaan keuangan negara 

adanya penggunaan dana yang tidak jelas, adanya 

manipulatif dalam proses penggunaan dana APBN. 

Disamping itu pula terdapat indikasi lambannya 

penanganan proses penegakan hukum dalam setiap 

kasus yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan daerah dan kurangnya pertanggungjawaban 

yang terbuka kepada publik sehingga banyaknya 

pengelapan dana APBD. Selain Akuntabilitas 

Transparansi juga sangat penting.  

Transparansi Pengelolaan keuangan merupakan salah 

satu indikator utama yang ditekankan oleh pemerintah 

untuk mencegah tindak pidana korupsi serta dalam 

rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good government) (Jamaluddin et al., 2022).  

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip 

keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk 

mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-

luasnya tentang keuangan daerah. Dalam Upaya 

mewujudkan transparansi pengelolaan keuangan, 

pemerintah menetapkan Undang-undang No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 

mewajibkan setiap badan publik menyediakan dan 

melayani permohonan informasi publik secara cepat, 

tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Research 

gap dalam penelitian ini terlihat dari penelitian 

Sihombing, (dkk) dengan hasil penelitian transparansi, 

LKPD dan PAD berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja pemda.  

Transparansi dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu 

yaitu: Keterbukaaan dalam rapat penting dimana 

masyarakat ikut memberikan pendapatnya, 

Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan 

dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat, 

Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau 

prosedur penyusunan rancana), Keterbukaan register 

yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll, 

dan Keterbukaan menerima peran serta masyarakat. 

(Didjaja, 2017). 

Permasalahan Transparansi pada Badan Pengelolaan 

Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen ialah masih 

kurangnya informasi di setiap pengeluaran dan 

pendapatan belanja. Apabila tidak adanya transparansi 

dalam pengelolaan keuangan tersebut maka dapat 

menghambat pengelolaan keuangan. Berdasarkan 

Badan Pengelolaan Keuangan (BPK) yang diutuskan ke 

Kabupaten Bireuen, masih menemukan beberapa 

permasalahan yang ada di Kabupaten Bireuen, 

walaupun permasalahan tersebut tidak mempengaruhi 

pengelolaan keuangan Bireuen, pejabat disana, 
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permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan 

(BPK) berupa temuan pemeriksaan dan Sistem 

Pengendalian Interen (SPI) dan kepatuhan terhadap 

perundang-undangan.  

Adapun temuan Sistem Pengendalian Interen (SPI) 

antara lain;(1) pengelolaan uang di bendahara belum 

sepenuhnya tertib. (2) penagih utang pajak restoran 

belum optimal, dan (3) pengelolaan asset berupa 

peralatan dan mesin yang hilang yang dikuasai oleh 

pihak lain belum sepenuhnya memadai.  

Masalah kepatuhan yang melenceng dari anggaran 

pemerintah antara lain; (1) kelebihan pembayaran 

belanja pegawai pada PNS cuti bersama dan tugas 

belajar. (2) kelebihan pembayaran pada badan 

penanggulangan bencana daerah. Dalam penyusunan 

anggaran setiap tahunnya tim anggaran eksekutif (tim 

pemerintah kabupaten). Menerima input dari setiap 

SKPD selanjutnya usulan tersebut dirumuskan kembali 

oleh tim anggaran kabupaten (TAPA) untuk menyusun 

RAPBD (Jamaluddin et al., 2022). 

Penelitian ini mengadopsi dari penelitian yang 

dilakukan oleh Jamaluddin (2022) dengan hasil 

penelitian hasil penelitian ini diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang positif dan signifikan antara partisipasi 

penganggaran dan transparansi baik secara parsial dan 

simultan terhadap pengelolaan keuangan di BPKD 

Kabupaten Bireuen. 

LANDASAN TEORITIS 

Akuntabilitas 

Mardiasmo (2018) dalam (Suparyanto dan Rosad, 2020) 

mendefinisikan bahwa akuntabilitas publik merupakan 

kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk 

memberikan pertanggungjawabandan mengungkapkan 

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi 

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah 

(principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk 

meminta pertanggungjawaban tersebut. Selanjutnya 

akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban 

memper-tanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu 

media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara 

periodik.  

Indikator yang peneliti menggunakan indikator yang 

dikemukakan oleh Supardi (2017) dalam 

(Crystallography, 2016), meyebutkan bahwa ada 5 

(lima) indikator akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan yaitu: Terbuka, cepat dan tepat, selaras 

ketentuan hukum dan regulasi, perancangan APBD, 

pertanggung jawaban kepada publik dan memantau 

peforma manajemen. 

Transparansi 

Menurut Mursyidi (2015) bahwa memberikan informasi 

keuangan yang terbuka dan jujur karena masyarakat 

berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki 

hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh 

atas pertanggungjawaban pemerintah dalam 

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya 

dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.  

Selain itu Mahsun (2015) menyatakan bahwa 

transparansi adalah memberikan informasi keuangan 

yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk 

mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas 

pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan 

sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan 

ketaatannya pada peraturan perundang-undangan 

(Suparyanto dan Rosad, 2020). 

Indikator yang dikemukakan menurut Mardiasmo 

(2009) cocok untuk mengukur variabel Transparansi, 

indikator tersebut yaitu: Informatif (infonnativeness), 

keterbukaan (openess) dan pengungkapan. 

Pengelolaan Keuangan 

Pengelolaan keuangan menurut Yusanti (2020) adalah 

kegiatan pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari 

yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang 

memiliki tujuan supaya memperoleh kesejahteraan 

keuangan. Menurut Ida dan Dwinta (2010) dalam 

Yusanti (2020) tugas utama pengelolaan uang adalah 

proses penganggaran, dengan tujuan untuk memastikan 

bahwa individu mampu mengelola kewajiban keuangan 

secara tepat waktu dengan menggunakan penghasilan 

yang diperoleh dalam periode yang sama. 

Menurut Ida & Dwinta (2010) dalam (Siasale 2019) 

pengelolaan keuangan adalah cara mengatur dan 

mengendalikan keuangan serta asset Pengelolaan 

keuangan adalah bagian dari kegiatan manajemen 

pribadi yang merupakan proses seseorang atau individu 

untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui kegiatan 

mengelola sumber keuangan secara tersusun tersusun 

dan sistematis Putri and Lestari (2019). Sedangkan 

menurut Kholifah dan Iramani (2013) dalam Yusanti 
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(2020), kemampuan seseorang dalam mengatur 

perencanaan, penganggaran, pencarian, pengelolaan, 

pemeriksaan, dan penyimpanan uang serta 

pengendalian kegiatan dalam sebuah keluarga. 

Adapun indikator pengelolaan keuangan negara 

menurut UUKN terdiri atas; Asas akuntabilitas 

berorientasi pada hasil; Asas proporsionalitas; Asas 

profesionalitas; Asas keterbukaan dan pengelolaan 

keuangan; dan Asas pemeriksaan keuangan oleh badan 

pemeriksa yang bebas dan mandiri.  

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Objek Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah Badan Pengelolaan 

Keuangan Bireuen. Dimana data diambil dari 

keuesioner yang disebar. Objek dalam penelitian ini 

adalah pengaruh Akubtabilitas dan Transparansi 

terhadap Pengelolaan Keuangan pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen. 

Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian ini menggunakan populasi seluruh 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada yang berada di 

BPKD Kabupaten Bireuen sebanyak 72 Pegawai Negeri 

Sipil (PNS). Sehubungan jumlahnya terbatas, diambil 

semuanya, atau disebut sampling jenuh (Noor, 2011).  

Metode dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian 

kuantitatif, menurut Sugiyono (2017), metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument 

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, 

dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan 

kuesioner. Kuesioner diberikan secara langsung kepada 

responden. Responden diminta untuk mengisi daftar 

pertanyaan, kemudian memintanya untuk 

mengembalikannya melalui peneliti yang secara 

langsung akan mengambil kuesioner yang telah diisi. 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan peralatan analisis regresi liner 

berganda dan dengan menggunakan alat bantu program 

software aplikasi statistik SPSS versi 29.0.1 (Statistical 

Package For Science). Pengujian hipotesis 

menggunakan model regresi linier berganda untuk 

mengetahui variabel independen yang berpengaruh 

terhadap variabel dependen baik secara simultan 

maupun parsial. Adapun persamaan linier berganda 

adalah sebagai berikut: 

Y = α + β1X1 + β2X2 +Ԑ 
Keterangan: 

Y =  Pengelolaan Keuangan  

α =  Konstanta 

β1 =  Koefisien Regresi (Akuntabilitas) 

β2 =  Koefisien Regresi (Transparansi)  

X1 = Akuntabilitas dan X2 = Transparansi 

Ԑ =  error 

Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual adalah suatu model yang 

menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan 

faktor-faktor yang penting yang telah diketahui dalam 

suatu masalah tertentu. Kerangka konseptual akan 

menghubungkan secara teoritis antara variabel-variabel 

penelitian yaitu varibel bebas dengan varibel terikat. 

 
Gambar 1. Kerangka Penelitian 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Data 

Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan 

sah atau valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh 

kuesioner tersebut (Ghozali, 2016).  

Pada penelitian ini, validitas intrumen diujikan dengan 

korealsi rank-spearmen r-hitung, jika lebih besar dari r-tabel 

dalam hal ini 0,1927, pada taraf 5% maka pernyataan 

tersebut valid. Sedangkan jika r hitung < r tabel maka 

pernyataan tersebut tidak valid. Hasilnya dinyatakan 

dalam tabel 1. 

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 72 

responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan 

variabel yang diajukan untuk responden adalah valid 

karena dilihat dari nilai r hitung > r tabel (0,1927) 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh  pernyataan 

yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan 

layak sebagai instrumen untuk mengukur data 

penelitian. 

Tabel 1. Uji Validitas Instrumen 

 

Uji Reabilitas  

Uji reliabilitas adalah derajat konsistensi dan stabilitas 

data atau temuan. Data yang tidak reliabel, tidak dapat 

di proses lebih lanjut karena akan menghasilkan 

kesimpulanyang bias. Suatu alat ukur yang dinilai 

reliabel jika pengukuran tersebut menunjukan hasil-

hasil yang konsisten dari eaktu ke waktu. Uji reliabilitas 

dilakukan setelah uji validitas dan di uji merupakan 

pernyataan atau pertanyaan yang sudah valid. 

Cronbach’s alpha yang besarnya antara 0,50- 0,60. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih 0,50 sebagai 

koefisien reliabilitasnya (Sugiyono, 2018). 

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas 

menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai 

Cronbach Alpha diatas 0,50 sehingga semua konsep 

pengukur reliabel (dapat diandalkan). 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Pada penelitian ini,untuk mengetahui normalitas data 

dengan menggunakan uji statistik.uji statistik yang 

dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan uji 

kolmogorow-smirnow,dengan kriteria yaitu jika nilai 

signifikasi atau probabilitasnya > dari 0,005 maka 

distribusi data adalah normal,sedangkan jika nilai 

signifikasi atau probabilitasnya < dari 0,05 maka 

distribusi data adalah tidak normal. 

Tabel 3. Uji Normalitas dengan K-S Test 

 

Hasil dari uji kolmogorov-smirnov test diperoleh dari 

nilai kormogorov-smirnov sebesar 0,051 dengan 

Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang lebih besar 

dari tingkat signifikat α=5% atau (0,051>0,05), maka 

Ha diterima yang artinya data terdisribusi secara 

normal. Dengan demikian uji normalitas ini 

menujukkan bahwa asumsi normalitas terpenuhi. 

Uji Multikolinearitas 

Pengujian Multikolinearitas dalam penelitian ini 

menggunakan Collinearity Statistic Tolerance (T) dan 

Variance inflantion Faktor (VIF). Hasilnya berikut: 

Tabel 4. Uji Multikolinearitas 

 

Sesuai dengan ketentuan uji Multikolinearitas, Jika nilai 

tolerance ≥ 0,10 dengan nilai VIF ≤ 10 maka tidak 

terdapat Multikolinearitas. Berdasarkan table di atas 

maka Akuntabilitas (X1), nilai tolerance sebesar 0,837 

(Lebih besar dari 0,10) dan nilai VIF sebesar 1.195 

(Lebih kecil dari 10), artinya tidak terjadi 

multikolinearitas. Transparansi (X2), nilai tolerance 

sebesar 0,837 (Lebih besar dari 0,10) dan nilai VIF 

sebesar 1.195 (Lebih kecil dari 10), artinya tidak terjadi 

multikolinearitas. 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk menganalisis pengaruh variabel independen 
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yaitu Akuntabilitas dan Transparansi pada Pengelolaan 

Keuangan, hasil analisis dapat dilihat pada tabel-5. 

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Regresi Linear Berganda 

 

Maka hubunganya dinayatkan dalam persamaan 

regresi Y= 7,022+0,242 X1+0,334 X2. 

a. Konstanta b0 (a) = 7,022 artinya jika akuntabilitas 

dan transparansi nilainya 0, maka pengelolaan 

keuangan nilainya posisitf sebesar 7022. 

b. Koefisien b1 = 0,242 artinya jika variabel 

Akuntabilitas nilainya tetap dan tranparansi 

ditingkatkan sebesar 1% maka pengelolaan 

keuangan akan meningkat sebesar 1,242%. 

c. Koefisien b2 = 0,334 artinya trannsparansi 

nilainya tetap dan akuntabilitas ditingkatkan 

sebesar 1% maka pengelolaan keuangan akan 

meningkat sebesar 1,334%. 

Koefisien Determinan (R2) 

Koefisien Determinan digunakan untuk mengetahui 

persentase perubahan variabel tidak bebas yakni 

pengelolaan keuangan yang disebabkan oleh variabel 

bebasnya (Akuntabilitas dan Transparansi).Diperoleh: 

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinan (R2) 

 

Dilihat dari hasil pengujian tersebut dapat diketahui 

nilai Adjusted R² sebesar 0,311 yang berarti variabilitas 

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh 

variabilitas variabel independen sebesar 31,1%.  

Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji persial (uji t) 

gunanya yaitu untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara persial. 

untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan 

analisis regresi berganda. 

Uji Parsial (Uji Statistik T) 

Uji ini digunakan untuk membuktikan pengaruh 

Akuntabilitas, Transparansi terhadap Pengelolaan 

Keuangan. Berdasarkan hasil output SPSS (tabel 7), 

maka diperoleh nilai thitunng variabel Akuntabilitas lebih 

besar dari nilai ttabel (3,021>1.669) dengan tingkat 

signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,004 dan thitunng 

Transparansi lebih besar dari nilai ttabel (3.342>1.669) 

dengan tingkat signifikan di bawah 0,05 yaitu 0,001. 

Tabel 7. Hasil Uji t (Uji Parsial) 

 

Berdasarkan cara pengambilan keputusan uji persial 

dalam analisis regresi dapat disimpulkan bahwa; 1) 

Variabel Akuntabilitas secara persial berpengaruh 

signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan. 2) Variabel 

Transparansi secara persial berpengaruh signifikan 

terhadap Pengelolaan Keuangan. 

Uji Signifikan Model (Uji - F) 

Uji ini digunakan untuk membuktikan Akuntabilitas, 

Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan. 

Tabel 8. Hasil Uji Statistik F (Uji Simultan) 

 

Berdasarkan hasil, maka diperoleh nilai Fhitunng variabel 

Akuntabilitas dan Transparansi lebih besar dari nilai 

Ftabel (17,003>3,12) dengan tingkat signifikan di bawah 

0,05 yaitu <,001. Berdasarkan cara pengambilan 

keputusan uji simultan dalam analisis regresi dapat 

disimpulkan sebagai berikut: Variabel Akuntabilitas 

dan Transparansi secara simultan bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap Pengelolaan Keuangan 

di pemerintahan  Kabupaten Bireuen. 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 

a) Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan 

keuangan, dibuktikan uji statistik.  Sehingga, 

disimpulkan akuntabilitas merupakan salah satu 

faktor yang dapat meningkatkan maupun 

menurunkan pengelolaan keuangan. Oleh 

karenanya, untuk meningkatkan pengelolaan 
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keuangan maka akuntabilitas harus ditingkatkan.  

b) Dan dari hasil uji lainnya, transparansi berpengaruh 

terhadap pengelolaan keuangan. Artinya 

transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan maupun menurunkan pengelolaan 

keuangan. Oleh karenanya, untuk meningkatkan 

pengelolaan keuangan maka transparansi harus 

ditingkatkan.  

c) Akuntabilitas dan Transparansi secara Bersama-

sama berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan . 

Maka untuk meningkatkan pengelolaan keuangan 

diperlukan akuntabilitas yang dapat menghasilkan 

pengelolaan keuangan yang relevan dan akurat dan 

juga tranparasnsi yang besar dalam diri pegawai 

sehingga terbentuknya pengelolaan keuangan yang 

benar dan tepat. 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan, yaitu: 

1. Bagi pimpinan BPKD Bireuen diharapkan agar dapat 

meningkatkan pengelolaan keuangan dengan 

memperhatikan akuntabilitas dan transparansi dengan 

cara mempublikasi pengelolaan keungan. 

2. Diharapkan agar pegawai memiliki inisiatif sendiri 

dan meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja guna 

meningkatkan pengelolaan keuangan yang 

berkualitas 

3. Diharapkan bagi pegawai agar meningkatkan 

tanggung jawab dalam bekerja guna meningkatkan 

pengelolaan keuangan. 
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